STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

NAMA UNIT PELAYANAN URUSANBIDANG TATA LINGKUNGAN DAN
PERTAMANAN
JENIS PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPANPENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)
No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum

—

Undang-undang Rl Nomor 32 Tahun 2009
Undang-undang Rl Nomor 23 Tahun 2014
Undang-undang Rl Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
Permen LHK Nomor 16 Tahun 2012

Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021

Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021

. Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021
. Permen LHK Nomor 18 Tahun 2021

2 | Persyaratan

N
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Surat Pemyataan Kegiatan dari Pemrakarsa
bahwa kegiatan masih dalam tahap
perencanaan

Kelengkapan berkas dan informasi yang
menunjang deskripsi kegiatan

Kesesuaian tata ruang Kota Samarinda.
Publikasi Pengumuman Rencana Kegiatan
Hasil kegiatan penapisan dari Sistem Amdalnet
Formulir UKL UPL oleh Pemrakarsa

3 | Sistem, Mekanisme
Prosedur

dan

2O AW

. Pemrakarsa kegiatan (pelaku usaha kegiatan)

melakukan pendaftaran melalui Akun OSS
RBA untuk pengajuan perizinan berusaha
{Terbit NIB)

Pemrakarsa kegiatan melakukan pemenuhan
persyaratan dasar (persetujuan lingkungan)
pada akun OSS RBA yang terintegrasi dengan
sistem informasi dokumen lingkungan
(Amdalnet}

Pelaku Usaha memilih proyek dan memproses
pemenuhan persyaratan persetujuan
lingkungan (SSO ke Amdalnet)

Proses penapisan rencana usaha kegiatan di
Amdalnet (Hasil penapisan akan terkirim ke
0SS-RBA dan TUK sesuai kewenangan)
Rencana kegiatan dengan hasil penapisan
berupa kewajiban UKL UPL dengan
kewenangan Kota akan diproses melalui
sistem Amdalnet

Pemrakarsa menentukan penyusun dokumen
UKL-UPL (mandiri atau menunjuk tim)
Pemrakarsa mempublikasi pengumuman dan
menerima SPT

Penyusun menyusun formulir UKL UPL dan
Matriks UKL UPL, lalu pemrakarsa submit
formulir UKL UPL ke Sekretariat TUK




No. Komponen Uraian

9. Melakukan assignment PJM dan Validator

10. PJM atau validator administrasi melakukan
pemeriksaan berkas administrasi formulir
UKL-UPL  (Kesesuaian Tata  Ruang,
Persetujuan Awal Pertek dapat diajukan
secara paralel)

11. Tim pemeriksa menilai substansi Formulir
UKL-UPL

12. Perbaikan Formulir UKL-UPL sesuai Saran
Pendapat Tanggapan untuk kemudian dikirim
kembali ke Sekretariat TUK/KPA.

13. PJM melakukan pemeriksaan kesesuaian
formulir UKL-UPL dengan Saran Pendapat
Tanggapan.

14, Pembuatan draft PKPLH.

15. Penandatanganan PKPLH sesuai alur paraf.

16. PJM mengunggah PKPLH yang telah ditanda
tangani oleh pengampu kewenangan.

17. Pemrakarsa dapat mengunduh dan mencetak
Surat Pemenuhan Persyaratan Dasar
Persetujuan Lingkungan dengan lampiran
PKPLH melalui sistem OSS RBA

4 | Jangka Waktu Pelaksanaan 1. Pemrakarsa mempublikasikan pengumuman
dan menerima SPT selama 5 hari kerja.

2. Pemeriksaan administrasi formulir UKL-UPL
selama 1-3 hari kerja.

3. Pemeriksaan Substansi UKL-UPL 5hari kerja
sejak dokumen dinyatakan telah lengkap uji
administrasi

4. Evaluasi Dokumen UKL-UPL Final 3 hari kerja

5. Pembuatan draft PKPLH dan Penandatangan
PKPLH 1-2 hari kerja sejak selesai evaluasi
Dokumen UKL-UPL Final telah dinyatakan
selesai

5 | BiayalTarif Dibebankan kepada pemrakarsa sesuai PP

2212021

6 | Produk Pelayanan Persetujuan PKPLH sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
7 | Sarana, Prasarana dan atau | Ruang Rapat
Fasilitas Alat dokumentasi

Internet

ATK

Komputer dan Kelengkapan

Printer

Infocus

Layar

Sound system

8 | Kompetensi Pelaksana - Pelaksanan kompeten dalam  deskripsi

kegiatan

- Pelaksana kompeten dalam kebijakan yang
berlaku

- Pelaksana kompeten dalam mengevaluasi
besaran dampak

- Pelaksana kompeten dalam mengevaluasi
dokumen lingkungan




No.

Komponen

Uraian

- Pelaksana memahami uji kelengkapan
administrasi

- Pelaksana memahami setiap tahap proses
rencana kegiatan

- Pelaksana memahami metode perhitungan
prakiraan besaran dampak dan pengelolaan
serta pemantauannya

9 | Pengawasan Internal Atasan langsung memantau setiap proses
penerimaan berkas, dokumen, pemeriksaan
administrasi, pemeriksaan substansi dokumen
lingkungan sampai penerbitan PKPLH.

10 | Penanganan Pengaduan Menerima pengaduan, saran dan masukan baik
secara non elekironik maupun elektronik untuk
kemudian ditindakianjuti

11 | Jumlah Pelaksana 17 Qrang

12 | Jaminan Pelayanan dan | Surat permohonan telah diproses dan

Keselamatan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

13 | Jaminan Keamanan Surat permohonan telah sampai ke bidang/
pelaksana yang di tuju

14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Atasan langsung memastikan Proses penerbitan

PKPLH teiah diproses oleh pelaksana sesuai
ketentuan yang berlaku

Kepala Bidan

Patp Lingkungan

NIP. 19730428 200003 1 002




